BA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE

Alamat : Jalan Budi Utomo, Kelurahan Manurunge
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Kode Pos 92711

Email : set.bone@bawaslu.qo.id

Nomor : 110/PM.00.02/K.SN-03/11/2024 22 November 2024

Sifat : Segera

Lampiran D -

Hal . Imbauan menonaktifkan akun resmi Media Sosial pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Yth.

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone;

2. Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone.

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 136/PUU-XXI1/2024.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan

Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota.

11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2024.

12.Keputusan  Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum  Nomor:
274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Perintah menonaktifkan akun resmi Media Sosial dan Ketentuan Pidana serta
larangan kegiatan Kampanye dan/atau kegiatan lainnya yang mengarah kepada
kepentingan Kampanye pada masa tenang, Hari pemungutan suara dan/atau di luar
jadwal kegiatan Kampanye melalui Media Sosial dan/atau Media Daring dengan
menggunakan akun resmi Media Sosial Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sebagai
berikut:

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai
berikut:
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Pasal 69 huruf (K), yang berbunyi:

Dalam Kampanye dilarang:

k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 187 ayat (1), yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal
waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b) Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,
Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi
Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
di wilayah Kabupaten Bone yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan
Umum ( Bawaslu ) Kabupaten Bone mengimbau untuk:

1. Memastikan menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum
dimulainya masa tenang, yaitu sejak Hari Sabtu, 23 November 2024;

2. Memastikan tidak melaksanakan kegiatan Kampanye dan/atau kegiatan lainnya
yang mengarah kepada kepentingan Kampanye pada masa tenang, Hari
pemungutan suara dan/atau di luar jadwal kegiatan Kampanye melalui Media
Sosial dan/atau Media Daring dengan menggunakan akun resmi Media Sosial
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,
Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, yaitu sejak Hari Minggu, 24 November
2024 sampai dengan Hari Rabu, 27 November 2024; dan

3. Melaporkan dugaan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bone kepada Bawaslu Kabupaten Bone.
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Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan di Makassar
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Bone.
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